
Betulltu Suara....
dari halamon KARAWANG BEKASIEKSPRES

kepada para kades yang 
hadir di situ, besok, agar 
ikut mengawal daftar calon 
bupati dan wakil bupati," 
ucapnya dalam rekaman 
voice note tersebut.

Bahkan Betong pun dalan 
pesan itu blak-blakan me- 
nyebut perihal ongkos yang 
akan diganti dengan bahasa 
"diganti sepantasnya,” kata 
dia.

“Jam 07.30, kita sudah 
ada di rumah kediaman- 
nya beliau yaitu di Grand 
Taruma. Untuk itu kepada 
rekan kades se-Kecamatan 
Lemahabang agar bisa had
ir. “ tutur dia juga.

Kepala Desa Purwadana 
Kecam atan Telujam be 
Timur, Endang Heryana 
menyesalkan adanya uca-

pan semberono yang sangat 
kental bermuatan politis 
oleh sesama kepala desa. 
Padahal, kata dia, sejumlah 
kepala desa di Karawang su
dah memiliki pengalaman 
pahit ikut-ikutan terlibat 
politik mobilisasi pada Pileg 
2019 lalu-— yang membuat 
sejumlah kades di Karawang 
harus terjerat pidana.

“Apa tidak kapok dengan 
kejadian yang pernah ter- 
jadi? kok bisa-bisa berani 
memobilisasi,” kata Endang.

Sementara itu, perlu dike- 
tahui di dalam ITU No 6 Ta- 
hun 2014 tentang Desa (UU 
Desa) menyebutkan bahwa 
Kepala Desa (Kades) dila- 
rang membuat keputusan 
yang menguntungkan diri 
sendiri, anggota keluarga,

pihak lain dan/atau golon- 
gan tertentu. Kepala desa 
juga dilarang menjadi pen- 
gurus parpol dan ikut serta 
dan/atau terlibat kampanye 
pemilu dan/atau pilkada.

Dan dalam Pasal 71 ayat 
(1) UU No. 10 tahun 2016 
menyebutkan, pejabat ne- 
gara, pejabat daerah, pejabat 
aparatur sipil negara, ang
gota TNI/Polri dan kepala 
desa atau sebutan lain lurah 
dilarang membuat kepu
tusan dan/atau tindakan 
yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasan- 
gan calon. Selanjutnya Pada 
Pasal 71 disebut pidana pal
ing singkat satu bulan atau 
paling lama enam bulan dan 
denda palling sedikit enam 
ratus ribu rupiah dan pal
ing banyak Rp 6 juta. (wyd/ 
mhs)


